LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SAWAHLUNTO/SIJUNJUNG
NOMOR URUT 18 TAHUN 2006
TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH NGMOR i8

FERATURAN DAERAH
KABUPATEN SAWAHLUNTO/SIJUNJUNG

NOMOR 18 TAHUN 2686
TENTANG
RETRIBUSI PENGUJIAN BERKALA KEN DARAAN BERMGTOR
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SAWAHLUNTDISHUNMG,

Menimbang . a  bahwa dalam rangka pelaksanaan otonomi sesuai
dengan kewenangan yang dimilki daerah, perly
melakukan  pengaturan terhadap pelayanan jasa
pengujian  kendaraan bermotor untuk meningkatkan
kelaikan kendaraan bermotor beroperasi dan menjamin
keselamaten para pengguna jasa Jalan dan angkutan
dalam wilayah Kabupaien Sawahlunto/Sijunjung;

b. bahwa dengan dicabutnya Peratwan Daerah Nomor 7
Tahun 2005 tentang Pengujian BerkaiaKendaraan
Bermotor berdasarkan Surat Menteri Keuangan Nomor
S-093/MK.10/2006 perihal pertimbangan  Menteri
Keuangan atas Perda tentang Pemnungutan Daerah, maka
agar pendapatan asli daerah dibidang pengujian
kendaraan bermotor dapat dilanjut perlu ditetapkan
kembali Peraturan Daerah dimaksud:

€. bahwa  berdasarkan pertimbangan  sebagaimana
dimaksud diatas, perlu menetapkan Peraturan Daerah
Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung tentang Retribusi
Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor,

Mengingat - 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang
Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam
Lingkungan Daerah Propinsi  Sumatera Tengah
(Lembaran Negara Republik Indosesia Tzhun 1956
Nomor 25}



Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum
Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1581 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomer 3209);

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang 1.alu
Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik
indonesia Tahua 1992 Nomor 49, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3480);
Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara
Republik indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685),
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik
Indonesia  Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4048);

Undang-Undang  Nomor 38 Tahun 2003, tentang
Pembentukan  Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten
Soiok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di
Propinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor {53, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4348);
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, tentang
Pemenntahan  Daerzh (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437y
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, tentang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Pemenintah Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang
Pelaksanaan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981
tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun
1981 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor
3258

Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1990 tentang
Penyerahan Scbagian Urusan Pemerintahan di Bidang
Lalu Lintas dan Angkutan Jalan kepada Daerah Tingkat
I dan Daerah Tingkat 11 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1990 Nomor 26, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3410y
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Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1990 tentang
Perubahan  Batas Wilayah Kotamadya Dati 1
Sawahhisio, Kabupaten Dati H Sawahlusto/Sijunjung
dan Kabupaten Dati T Solok (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1590 Nomor 10%;

Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1993 tentang
Prasarana dan Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara
Republik Indonesiz Tahun 1993 Nemeor 63, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3529);

. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 tentang

Kendaraan dan Pengemudi (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1993 Nomor G4, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3530,

Peratvran Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang
Retribusi  Daerah  (Lembaran Negara Republik
tndonesia  Takun 2001 Nomor 119, Tambahan
[.embaran Negara Republik indonesia Nomor 4139}
fepitusan Menteri Perhubungan Nomor 63 Tahun
1993 tentang Ambang Batas Laik Jalan Rendaraan
Bermotor, Keretz Gandengan, Kereta Tempelan
Karoseri dan Bak moatan  serta Komponen-
Komponenya;

Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 71 Tahun
1993 tentang Pengnjian Berkala Kendaraan Bermotor;
Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor
KEP 35/MENLH/10/1993 tentang Ambang Batas Emisi
Gas Buang Kendaraan Bermotor;

- Keputusan Menter; Perbubungan Nomor ¢ Tahun 2004

tentang Pengujian Tipe Kendaraan Bermotor;

Perateran Daerah Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung
Nomor 5 Tahun 2000 leniang Penyidik Pegawai Negeri .
Sipil (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 4);
Peraturan Daerah Kabupaten Sawahluﬂmeijunjung
Nomor 26 Tahun 2002 tentang  Pokok-pokok
Pengelolaan  dan Pertanggungjawaban Keuangan
Daerah {Lembaran Daerah Kabupaten
Sawahlumofﬂijunjung Tahun 2002, Nomer 26);

. Peraturan Daerzh  Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung
pa ]

Nomor 15 Tahun 2004 tentang Susunan Crganisasi dan
Tata Kerfja Dinas Perhubungan (Lembaran Daerah
Kabupaten Sawahlunto/ Sijunjung Tahun 2004 Nomor

ks o 1y T
a3},



Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SAWARLUNTO/SIIU NJUNG
dan
BUPATI SAWARLUNTO/SLIUNTUNG
MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH  TENTANG RETRIBUS]

PENGUIAN BERKALA KENDARAAN BERMOTOR.

BAB I
KETENTUAN UMM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1
2.

Daerah adalah Kahupaten Sawahlunto/Sijunjung;

Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerzh sebagai unsur
penyelenggara pemerintahan daerah;

Bupati adalah Bupati Sawahlunto/Sijunjung;

Dinas  Perhubungan  adalah  Dinas Perhubungan  Kabupaten
Sawahhinto/Sijunjung;

Pemilik adalah orang pribadi atau badan yang memiliki dan atau yang
menguasar kendaraan bermotor;

Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi perseroan terbatas,
perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau
daerah dengan nama dan bentuk apapua, persekutuan, perkumpulan, firma,
kongsi, koperasi, yayasan, atau OTganisasi yang sejenis, lembaga, dana
pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk badan 1saha lainnya;

Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang Retribusi
Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan Daerah yang berlaku;

Pengujian Kendaraan Bermotor adalah serangkaian kegiatan menguji dan
atau memeriksa bagian-bagian kendaraan bermotor, kereta gandengan,
kereta tempelan dan kendaraan khusus yang dilakukan secara berkala dalam
rangka pemenuhan terhadap persyaratan tekhnis dan faik jalan:

Uji Berkaia Pertama adaiah Pelaksanaan Uji Berkala Pertama_ kegiatannya
miemenksa kondisi tehnis komponen kendaraan pengukuran  dimensi,
kwalitas bahan, penetapan daya angkut barang/orang dan penctapan jumlah
berat yang diizinkan bagi setiap kendaraan wajib uji;
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Uji Berkala Kedua, Ketiga, dan selanjutnya adalah kegiatan memeriksa
kondisi teknis komponen kendaraan bagi setiap kendaraan wajib uji vang
dilaksanakan setiap 6 (enam) bujan sckali:

- Kendaraan Bermotor adalzh kendaraan yang ciigcmkkan oleh peralatan

teknmik yang berada pada kendaraan itu termasuk kendaraan gandengan atan
kereta tempelan yang dirangkaikan dengan kendaraan bermotor;

- Retribusi Dacrah yang sclanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan dacrah

sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertenty yang klusys
disediakan dan atau diberikan oieh Pemerintah Daerah untuk kepentingan
orang pnbadi atan badan:

Jasa umum adalab jasa yang disediakan atan diberikan oleh Pemerintah
Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat
dinikmati oleh orang pribadi atau badan;

Wajib Retribusi adalah orang pribadi yang menurut peraturan perundang-
undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retibusi:

Masa retribusi adalah suzts jangka tertentu yang merupakan batas wakty
bagi Wajib Retribusi untuk  memanfaatkan  izin retribusi pengujian
kendaraan bermotor;

Surat Ketetapan Retsibusi Daerah, yang selanjutnya dapat disingkat SKRD
adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumisk retobus yang
terhutang;

Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan, yang
selanjutnya dapat dismgkat SKRDKBT, adalah Surat Keputusan yang
menentukan tambahan atas jumiah retribysi yang telah ditetapkan:

Surat Keterangan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya dapat
disingkat SKRDIB. adalah Surat Keputusan yang menentukan jumlah
keiebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retibusi lebih besar
dari pada retribusi yang terbutang atau tidak seharusaya terhutang:

Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya dapat disingkat STRD
adalah Surat untuk melakukan tagthan retribusi dan atau sanksi administrasi
berupa bunga dan atau denda;

Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan t

SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan SKRDLB
yang diajukan oleh Wajib Retribusi;

Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan
dan mengolah data dan atay kelerangan lainya dalam rangka pengawasan
kepatuhan  pemenyhan kewajiban retribusi berdasarkan peraturan
perundang-undangan retribusi Daerah;

Penyidikan tindak pidana di bidang retribusi Daerah adalah serangkaian
tindakan yang dilakukan olch Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang
selanjutnya dapat disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan
bukti yang dengan bukti ity membuat terang tindak pidana di bidang
retribusi Daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya:



BAB IT
NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIRTIS]

Pasal 2
Dengan nama Retribusi Pengnjian Berkala Kendaraan Bermotor dipungut atas

setiap pelayanan uji berkala.

Pasal 3
Objek retribusi adalah uji berkala yang mendapatkan pelayanan jasa uji berkala
¢1 wilayah Daerah.

Pasal 4
Subjek Retribusi adalah orang atau badan yang memanfaatksn jasa untuk
melakukan uji berkala.

BAB I
GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5
Retribusi uji berkala digolongkan sebagai Retribusi Jasa Umurm.

BAB1V
CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 6

~ Tingkat penggunaan jasa dihitung berdasarkan frekuensi dan jangka waktu
pengujian kendaraan bermotor. _

BABYV
PRINSIP PAN SASARAN DALAM PENETAPAN
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 7

Prinsip dan sasaran dalam Ipenelapan tarif Reiribusi Pengujian Berkala
Kendaraan Bermotor didasarkan pada tujuan ustuk memastikan kondisi [aik
jalan kendaraan bermotor sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang
berlaku;
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BAB VI
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 8

Struktur dan besarnya tarif ditetapkan_ dengan mempertimbangkan biaya
penyelenggaraan pengujian;

Biaya penyelenggaraan pelayanan scbagaimana dimaksud pada ayat (1)
terdiri atas belanja operasi, biaya pemeliharaan dan belanja modal yang
berkaitan dengan pefayanan pengujian kendaraan bermotor:

Belanja operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi -
a. Pengadaan cat untuk tanda uji;

. Sezel;

¢.  Pembayaran biaya pinjaman (jika ada);

Belanya Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
a. Pengadaan tanah;

t.  Rumah Uji dan bangunan lainnya;

¢. Peralatan Uji;

d. Pembayaran Pokok Pinjaman (jika ada):

Belanja Modal untuk pengadaan tanah scbagaimana dimaksud pada ayat (4)
huruf a dihitung berdasarkan nilai sewa untuk 1 (satu) tahun angearan;
Belamja Modal untuk pengadaan rumah uji dan bangunan lainnya
sebagaimana dimaksud pada ayat (4) hurif b dan  peralatan uii
scbagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c dihitung berdasarkan
pembebanan tahunan nilai umah uji, bangunan lainnya dan peralatan uji;

Besarnya tanif ditetapkan sebagai berikut -
a. Biaya admmistrasi Rp. 5.000.-
b. pengujian

- Mobil bus, mobil barang din kendaraan khiusus Rp. 15.000,-

- MPU, kereta tempelan dan kereta gandengan- Rp. 10.000,-
c. Biaya pembuatan dan Pengecatan Tanda Samping Rp. 4.000,-
d. Biaya Tanda Plat ujiftanda bukti uji Rp. 4.000-
e. Biaya Buku Uji Rp. 5.000.-
£ Retribusi penggantian mesin KB Merk/Type/

Yang sama Rp. 25.000,-

£  Retribusi penilaian persentase teknis
= Mobil penumpang/Bus/Mobil Barang Rp. 56.000 -



BAB VII
WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 9

Retribusi yang terhutang dipungut di wilayah tempat retribusi uji berkala
diberikan;

BAB VI
MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETIBUSE TERHUTANG

Pasal 10
Masa retibusi adalah jangka wakiu yang lamanya 6 { enam ) bulan:
Pasal 11

Saat retribusi terhutang adalah pada saat ditetapkan SKRD atan dokumen lain
yang dipersamakan;

BAB IX
SURAT PENDAFTARAN

Pasal 12

(1) Setiap wajib Retribusi wajib mengisi SPAORD:

{(2) SPAORD sebagaimana dimaksud ayat (1) harus diisi dengan jelas, benar
dan lengkap serta ditanda tangani oleh Wajib Retribusi atau kuasanya;

(3) Bentuk, isi serta tats cara pengisian dan peayampaian SPAORD
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati

BAB X
PENETAPAN RETRIBUSE

Pasal 13

(1) Berdasarkan SPdORD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1)
ditetapkan retribusi terhutang dengan menerbitkan SKRD atau dokumen
fain yang dipersamakan;

(2) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan ditemukan data baru dan atau yang
semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah retribusi
yang terhutang maka dikeluarkan SKRDKBT;



(3) Bentuk, isi dan fata cara penerbitan SKRD atau dokumen lain yang
dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan SKRDKBT
sebagaimana dimaksud pada avat (2} Pasal ini diigtapkan dengan Peraturan
Bupati,

BAB X4
TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 14

(1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan;
(2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lzin yang
dipersamakan, dan SKRDKBT:

BAB XIi
SANKSI ADMINISTRAS!

Passl 15

Dalam hal Wajib Reiribusi tidak membavar tepat paca waktunya atau kurang
membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa denda schagai berikut

1. Teriambat 1 bulan atau kurang dari | bulan = 100 %

2. Terlambat 2 bulan atau lebih dari | bulan = 200 %

3. Terlambat 3 bulan atau lebih dari 2 bulan = 300 %

4. Terlambat 4 bulan atau lebih dari 3 bulan = 400 %

5. Terlambat 5 bulan atan lebih dari 4 bulan = 560 %

6. Terlambat 6 bulan atau lebik dari 5 bulan = 600 %

Dari retnibusi yang terhutang atau kurang dibayar dan ditagih dengan STRD;

BAB XTIl
TATA CARA PEMBAYARAN

Pssal 14

(1) Pembayaran retribusi yang terhutang harus dilunasi sekaligus;

{2} Retnbusi yang terhutang dilunmast selambat-lambatnya 15 (lima belas} hari
sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan dengan
SKRDKBT dan STRD;

(3) Tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran retribusi diatur
dengan Peraturan Bupati;
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BAB XIV
TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 17

Retribusi terhutang berdasarkan SKRD atau dokumen lain yang
dipersamakan, SKRDKBT, STRD dan Surat Keputusan keberatan yang
menyebabkan jumlah retribusi yang harus dibayar bertambah, yang tidak
atau kwang dibayar oleh Wajib Retribusi dapat ditagth melalut Badan
Urusan Piutang dan Lelang Negara ( BUPLN );

Penggihan retribusi melaltt BUPLN dilaksanakan berdasarkan
peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XV
KEBERATAN

Pasal 18

Wajib Retribusi dapat mengajukan keberatan kepada Bupati atau
Pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain vang dipersamakan
SKRDKBT dan SKRDLB;

Keberatan diajukan secara tertulis dalam bshasa Indonesiz dengan disertai
alasan-alasan yang jelas; _

Dalam hal Wajib Retribusi mengajukan keberatan atas ketetapan retribusi,
Wajib Retribusi harus dapat membuktikan ketidak benaran ketetapan
retribusi tersebut;

Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 2 ( dua ) bulan
sejak tanggal SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT
dan SKRDLB diterbitkan kecuali apabila wajib retribusi tertentu dapat
menunjukkan bahwa jangka wakt i tidak dapat dipenuhi karena keadaan
diluar kekuasaannya; : :

Keberatan yang tidak memenuhi' persyaratan sebagaimana dimaksud pada
ayat ( 2 ) dan ( 3 ) tidak dianggap sebagai surat keberatan schingga tidak
dipertimbangkan;

Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan
pelaksanazan penagihan retribusi.

Pasal 19
Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 { enam ) bulan sejak tanggal

Surat keberatan diterima harus memberikan keputusan atas keberatan yang
diajukan;



(2) Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima selarubnya atau
sebagian, menolak, atau menambak besarnya retribusi yang terhitang:

(3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 )ielah lewat dan
Bupati tidak memberikan suatu kepulusan, keberatan yang diajukan tersebut

| BAB XVI _
PENGEMBALIAN KELFRIHAN PEMBAYARAN

Pasal 20

(1) Atas kelebihan pembayaran retribusi, Wajib  Retribusi dapat
mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati;

{2) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak
diterunanya permohonan kelebihan pembayaran retribus; sebagaimana
dimaksud pada ayat { 1 ) harus memberikan keputusan;

{3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2} telah
dilampaui dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, permohonan
pengembalian  retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDIRB harus
diterbitkan dalam jangka waky 1 ( satu ) bulan:

(4) Apabila Wajib Retribusi mempunyai lntang retribusi - lainnya kelebihan
pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung
diperhitungkan untuk melunasi tedebik dahulu hutang retribusi tersebut;

(5) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud
pada ayat ( | )Pasaiiniﬁhh:kanﬂa!amjmgkawaktupaﬁnghmaZ(dxm
) bulan sejak diterbitkannya SKRDLRB:

(6} Apabila pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelgh
lewat jangka waktu 2 ( dua ) bulan, Bupati memberikan imbalan bunga
scbesar 2 % ( dua persen ) sebulan atas keterlambatan pembavaran
kelebihan retribusi

Pasal 21

(1) Permohonan pengembalian kelebthan pembayaran retribusi diajukan secara
tertul:s kepada Bupati dengan sekurang-kurangnya menyebutkan -
. nama dan alamat Wajib Retribusi:
b.  mrasa retribusi
¢.  besarnya kelebihan pembayaran;
d.  alasan yang singkat dan jelas.

{2) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retiibusi disampaikan
secara langsung atau melalyi pos tercatat;

(3} Bukti penerimaan oleh Pejabat Daerah atau bukt pengiriman  pos
tercatat merupakan bukti saat permohonan diterima oleh Bupati.



Pasal 22

(1) Pengembalian kelebihan retribusi dilakukan dengan menerbitkan Surat
Perintah Membayar Kelebihan Retnbusi;

(2} Apabila kelebihan pembayaran retribusi diperhitungkan dengan hutang
retribusi lainnya, scbagaimana dimaksud pasal 20 ayat (4), pembayaran
dilakukan dengan cara pemindah bukuan dan buldi pemindah bukuan juga
berlaku sebagai bukti pembayaran,

BABXVII
PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 23

(1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan
retribusi;

(2) Pemberian pengurangan,  keringanan  dan  pembebasan retribusi
sebagaimana dimaksud pada ayat {1) dengan memperhatikan kemampuan
wajib retribusi antara lain untuk mengangsur;

(3} Pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) dibertkan kepada
Wajib retribusi yang ditimpa bencana alam;

(4} Tata ‘cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi ditctapkan
dengan Peraturan Bupati_

BAB XVl
KADALUARSA PENAGIHAN

Pasal 24

(1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi, kadaluarsa setelah melampani
jangka waktu 3 ( tiga } tahun terhitung sejak saat terhutangnya retribusi,
kecuali apabila wajib retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi;

(2) Kadaluarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
tertanpgouh apabila -

2. diterbitkan Sprat Teguran, atau;
b.  Ada pengakuan hutang retribusi dari wajib retribusi baik langsung
matpun tidak langsung,



BAB XIX
KETENTUAN PENYIDIKAN

Fas=i 25

(1} Pejabat Pepawa: Negent Sipil terentu dilingkungan Pemerintah Daersh
diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan
tindzk pidana di bidang Retribusi Daerah sebagaimana dimeksed dalam
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;

2

Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:

d.

&

PR

Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau
laporan berkenaan di bidang retribusi daerah agar keterangan atau
laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;

Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang
pribagi atau badan testang kebenaran perbuatan yang dilakukan
sehubungan dengan tindak pidana retribusi daecrah;

Meminta keterangan dan bahan bukti dari crang pribadi atau badan
sehubungan dengan tindak pidana dibidang reribusi daerah;

Memerksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain
berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah;

Melakukan pengeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan,
pencataian, dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan
terhadap bahan bukti tersebut:

Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas
penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah:

Menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan
ruangan ataw lempat pada saat pemertksaan sedang berlangsung dan
memeriksa identitas orang dan atau  dokumen yang dibawa
scbagaimana yang dimaksud horuf e

Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi
daeral;

Memanggil orang untuk didengar Xeterangannya dan diperiksa sebagai
tersangka atay saksi: *
Menghentikan penyidikan:

Melakukan tindakan fain yang perla uniuk kelancaran penyidikan
tindak pidana dibidang retribusi daerah menurut hukum vang dapat
dipertanggungjawabkan_



(3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ), memberitahukan
dimulainya penyidikar dibawah koordinasi Polii dan menyampaikan hasil
penyidikannya kepada Penuntui Umnm sesua; dengan ketentuan yang diatur
dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

BAB XX
KETENTUAN PIDANA

Pasai 26
(1) Wajib retribusi vang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan
keuangan Daerah, diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam)j bulan
atau denda paling banyak 4 {emipat) kali jumilah remibusi terfuitang;
(2} Tindak pidana yang dimaksud pada avat (1) adalah Pelanggaran:

BABXXI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

Hal-hal yang belum diatur dajam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai
pelaksanaannya akan diatur lebik lanjut dengan Peraturan Bupati;



Pasal 28
Peraturan Daerah ini mulai berlaku sgjak tanggeal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetalminya, memerintahkan pengundangan

Peraturan  Daerah ini dengan pencmpatannya dalam Lembaran Daerah
Kabupaten Sawahluntofﬁijunjun : -

Ditetapkan di Muaro Sijunjung
pada tanggal 20 Nopember 2006

BUPATI SAWAH_LUI'«ITG:’SHUHJUNG,
Do

DARIUS APAN
Diundangkan di Muaro Stjunjung
pada tanggal I Desember 2006
SEKRETARIS DAERAH,
Dio
D, BAKRI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SAWAHLUNTG/SITUNJUNG
FAHUN 2006 NOMOR 1%

Salinan sesuai dengan aslinya

Nip. 410012773



IL

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAWAHLUNTO/SUUNJUNG
NOMOR 18 TAHUN 2606
TENTANG

PENGUJIAN BERKALA KENDARAAN BERMOTOR

PENJELASAN UMUM

Dalam rangka pelaksanaan Otonomi Daerah yang luas, nyata dan
bertanggungjawab, maka pembiayaan penyelenggaraan Pemerintah dan
Pembangunan Daerah yang beraal dari Pendapatan Asli Dacrah, khususnya
vang berasa! dari Retribusi Dearzh, perlu  ditingkatkan sehingga
kemandirian dacrah dapat lcbih diwujudkan.

Sejalan  dengan peningkatan pelaksanaan pembangunan dan
pelayanan kepada masyarakat seria peningkatan pertumbuhan
perekonomian di Daerah, maka diperfukan penyediaan sumber-sumber
Pendapatan Asli Daerah yang hasilnya memadai. Upaya penyediaan
pembiayaan dari sumber tersebut antara lain dilakukan dengan peningkatan
kinerja pemungutan, dan penambahan jenis-jenis Retribusi Daerah, salah
satunya Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor, sesuai dengan maksud
Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 Pasal 2 Ayat (2) hurufk.

Dalam rangka penyerahan kewenangan di bidang pengujian
kendaraan bermotor dani Propinsi ke Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung dan
sejalan dengan perkembangan keadaan, maka Peraturan Daerah Kabupaten
Sawahhinto/Sijunjung Nomor 7 Tahun 2005 tentang Pengujian Kendaraan
Bermotor perlu diadakan penyesuaian dan penyempurnaan, schingga dapat
lebih meningkatkan daya guna dan hasil guna serta terwujudnya
peningkatan pelayanan masyarakat dan pendapatan daerah,

PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pazal 1
Cuokup jelas



Pasal 2

Cukup jelas
Pasal 3

Cukup jelas
Pasal 4

Cukup jelas
Pasal 5
Pasal 6

Cukup jelas
Pasal 7

Cukup jelas
Pasal 8

Cukup jefas
Pasal 9

Cukup jefas
Pasai 10

Cukup jetas
Pasal 11

Culep jelas
Pasal |2

Cukup jelas
Pasal i3

Cekup jelas
Pasal i4

Cukup jelas
Fasal 15

Cukup jelas
Pasal 16

Culkup jelas
Pasal 17

Colup jelas
Pasal IR

Cukup jefas
i’asal 19

Cakup jelas
Pasal 20

Cukup jelas
Pasal 21

Cukup jelas
Pasal 22

Cukup jelas



Pasal 23

Cukup jelas
Pasal 24

Cukup jelas
Pasal 25 :

Cukup jelas
Pasai 26

Culkup jelas
Pasal 27

Cukup jelas
Pasal 28

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN
SAWAHLUNTO/SIJUNJUNG NOMOR 18



